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ISU UTAMAISU UTAMA TRANSPORTASI PERKOTAAN TRANSPORTASI PERKOTAAN 
BelumBelum tersedianyatersedianya database database transportasitransportasi perkotaanperkotaan
utkutk dapatdapat mengetahuimengetahui karakteristik/kinerjakarakteristik/kinerja & & 
penyusunanpenyusunan perencanaannyaperencanaannya
BelumBelum tersedianyatersedianya Master Plan/Grand Design Master Plan/Grand Design 
penyelenggaraanpenyelenggaraan transportasi perkotaantransportasi perkotaan yang yang 
sudahsudah disyahkandisyahkan ((UU Tata UU Tata RuangRuang));;
LLalu lintasalu lintas : : PertumbuhanPertumbuhan kendaraankendaraan khususnyakhususnya
sepedasepeda motormotor;; PenguranganPengurangan kapasitaskapasitas jalanjalan PK5, PK5, 
ParkirParkir, , PasarPasar tumpahtumpah; ; PergerakanPergerakan angkangk. . barangbarang
Pelayanan angkutan umumPelayanan angkutan umum :: PelayananPelayanan terusterus
menurunmenurun
LingkunganLingkungan : : PemborosanPemborosan energienergi dandan pencemaranpencemaran
udaraudara akibat kendaraan bermotorakibat kendaraan bermotor; ; AndalalinAndalalin
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PP 38 TAHUN 2007 PP 38 TAHUN 2007 
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH 

PUSAT, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTAPUSAT, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
PerhubunganPerhubungan merupakanmerupakan salahsalah satusatu urusanurusan yang yang wajibwajib diselenggarakandiselenggarakan
oleholeh PemdaPemda ProvinsiProvinsi & & PemdaPemda KabKab./Kota, ./Kota, berkaitanberkaitan dgndgn pelayananpelayanan dasardasar
((PasalPasal 7)7)
PenyelenggaraanPenyelenggaraan urusanurusan wajibwajib oleholeh PemdaPemda ProvinsiProvinsi & & PemdaPemda KabKab./Kota ./Kota 
berpedomanberpedoman pd pd SPMSPM ygyg ditetapkanditetapkan PemerintahPemerintah & & dilaksanakandilaksanakan secarasecara
bertahapbertahap ((PasalPasal 8)8)
PemdaPemda ProvinsiProvinsi & & PemdaPemda KabKab./Kota ./Kota dlmdlm melaksanakanmelaksanakan urusanurusan
pemerintahanpemerintahan wajibwajib berpedomanberpedoman padapada normanorma, , standarstandar, , prosedurprosedur dandan
kriteriakriteria ygyg ditetapkanditetapkan Menteri/KepalaMenteri/Kepala LembagaLembaga PemerintahPemerintah Non Non 
DepartemenDepartemen ((PasalPasal 11)11)
PemerintahPemerintah wajibwajib melakukanmelakukan pembinaanpembinaan kepadakepada PemerintahPemerintah Daerah Daerah 
untukuntuk mendukungmendukung kemampuankemampuan PemerintahPemerintah Daerah Daerah dlmdlm
menyelenggarakanmenyelenggarakan urusanurusan pemerintahanpemerintahan ygyg menjadimenjadi kewenangannyakewenangannya
((PasalPasal 18)18)
SertifikasiSertifikasi KompetensiKompetensi PenilaiPenilai AndalalinAndalalin ((LampiranLampiran PP 38/2007 : PP 38/2007 : 
PembagianPembagian UrusanUrusan PemerintahanPemerintahan Bid. Bid. PerhubunganPerhubungan) ) 
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ArahArah KebijakanKebijakan TransportasiTransportasi PerkotaanPerkotaan

PengembanganPengembangan TransportasiTransportasi PerkotaanPerkotaan ygyg didasarkandidasarkan
kepadakepada Master PlanMaster Plan PengembanganPengembangan TransportasiTransportasi
PerkotaanPerkotaan..
Pembangunan Pembangunan angkutanangkutan perkotaanperkotaan diarahkandiarahkan pd pd 
penyesuaianpenyesuaian bentukbentuk angkutanangkutan penyusutanpenyusutan paratransitparatransit

angkutanangkutan massalmassal, , dengandengan pelayananpelayanan sesuaisesuai SPMSPM..
PengembanganPengembangan transportasitransportasi perkotaanperkotaan kepadakepada bentukbentuk
JaringanJaringan dandan wilayahwilayah AglomerasiAglomerasi ((JabodetabekJabodetabek, Bandung , Bandung 
Raya, Raya, JoglosemarJoglosemar, , KartomantulKartomantul, , GerbangGerbang KertosusilaKertosusila, , 
Malang Raya, Malang Raya, GelangbanGelangban, , SarbagitaSarbagita, , MaminasataMaminasata, , KapetKapet
ParePare--Pare/Pare/AjitaparangAjitaparang, , MebidangMebidang, , PalapaPalapa ,,dlldll). ). 
MendorongMendorong pengembanganpengembangan pembangunanpembangunan angkangk. . tidaktidak
bermotorbermotor,, pejalanpejalan kaki kaki dandan sepedasepeda

ArahArah KebijakanKebijakan ……..
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ArahArah KebijakanKebijakan ……..

PengembanganPengembangan konsepkonsep pembatasanpembatasan penggunaanpenggunaan
kendaraankendaraan Traffic Demand Management (TDM)Traffic Demand Management (TDM)

PemanfaatanPemanfaatan teknologiteknologi modern modern untukuntuk penataanpenataan lalulalu
lintaslintas untukuntuk kotakota rayaraya dandan besarbesar Intelligent Transport Intelligent Transport 
System (ITS)System (ITS)

PengembanganPengembangan transportasitransportasi pemadupemadu modamoda untukuntuk
menjalinmenjalin keterhubunganketerhubungan pusatpusat kotakota dgndgn outlet outlet sepertiseperti
bandarbandar udaraudara dandan pelabuhanpelabuhan lautlaut sertaserta pembenahanpembenahan
fasilitasfasilitas intermodaintermoda

PengembanganPengembangan transportasitransportasi perkotaanperkotaan ygyg ramahramah
lingkunganlingkungan konservasikonservasi dandan diversifikasidiversifikasi energienergi
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KEBIJAKAN, STRATEGI & PROGRAMKEBIJAKAN, STRATEGI & PROGRAM

REGULASI , INSTITUSI REGULASI , INSTITUSI DAN DAN 
PERENCANAANPERENCANAAN;;

PRASARANAPRASARANA;;

LALU LINTASLALU LINTAS;;

ANGKUTAN UMUMANGKUTAN UMUM;;

LINGKUNGANLINGKUNGAN..



RevisiRevisi PeraturanPeraturan PerundangPerundang--undanganundangan: UU 14/92 : UU 14/92 dandan PeraturanPeraturan
pelaksanaanpelaksanaan ,,PenyusunanPenyusunan Norma Norma dandan StandarStandar lainnyalainnya..
PenyusunanPenyusunan Roadmap/Master Plan Roadmap/Master Plan TransportasiTransportasi PerkotaanPerkotaan
KegiatanKegiatan konsolidasikonsolidasi transportasitransportasi perkotaanperkotaan Master Plan Kota.Master Plan Kota.
PembentukanPembentukan Urban Transport Information Centre (UTIC)Urban Transport Information Centre (UTIC).

BSTP

1.  REGULASI ,  INSTITUSI DAN PERENCANAAN1.  REGULASI ,  INSTITUSI DAN PERENCANAAN
Kebijakan

Strategi
MenyempurnakanMenyempurnakan peraturanperaturan perundangperundang--undanganundangan ygyg mengaturmengatur
TransportasiTransportasi PerkotaanPerkotaan; ; 
MemberdayakanMemberdayakan peranperan pemerintahpemerintah daerahdaerah maupunmaupun pusatpusat dalamdalam
memprioritaskanmemprioritaskan angkutanangkutan umumumum Perkotaan(perintisPerkotaan(perintis).).
PengembanganPengembangan Public Private partnership (PPP) Public Private partnership (PPP) dalamdalam pembangunanpembangunan
transportasitransportasi perkotaanperkotaan
PemanfaatanPemanfaatan Dana Dana AlokasiAlokasi KhususKhusus

PembenahanPembenahan RegulasiRegulasi , , PemantapanPemantapan capacity buildingcapacity building dandan penyelesaianpenyelesaian 
//Set Up Master Plan/Grand DesignSet Up Master Plan/Grand Design

Program
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2.  PRASARANA2.  PRASARANA

Kebijakan

Strategi
PengembanganPengembangan konsepkonsep Transport Oriented Development (TOD)  Transport Oriented Development (TOD)  
dengandengan memadukanmemadukan perencanaanperencanaan transportasitransportasi dengandengan tatatata gunaguna lahanlahan
(UU Tata (UU Tata RuangRuang))
PengembanganPengembangan fasilitasfasilitas pejalanpejalan kaki kaki dandan PesepedaPesepeda

Pembangunan Pembangunan prasaranaprasarana transportasitransportasi dengandengan PengembanganPengembangan konsepkonsep 
integrasiintegrasi tatatata gunaguna lahanlahan dandan transportasitransportasi ..

Program

PengembanganPengembangan kotakota--kotakota percontohanpercontohan transportasitransportasi perkotaanperkotaan (Kota Raya, (Kota Raya, 
BesarBesar, , SedangSedang dandan Kecil, Kecil, KawasanKawasan TimurTimur dandan Barat);Barat);
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3.  LALU LINTAS3.  LALU LINTAS
Kebijakan

Strategi

PenataanPenataan penggunaanpenggunaan SepedaSepeda motor;motor;
PengembanganPengembangan Intelligent Transport SystemIntelligent Transport System;;
Penerapan Traffic Demand Management (TDM);Penerapan Traffic Demand Management (TDM);

PeningkatanPeningkatan kelancarankelancaran lalulalu lintaslintas..

Program

Kajian penataan sepeda motor Percontohan lajur khusus; Usulan
produksi sepeda motor ber cc kecil dan bertenaga listrik dan hybrid
Pengembangan ATCS (Area Traffic Control System), Variable Massaage
sign (VMS), System Navigasi pada Kota Besar dan Metropolitan;
Pembatasan lalu lintas Electronic Road Pricing (ERP)

KajianKajian penataanpenataan sepedasepeda motor motor PercontohanPercontohan lajurlajur khususkhusus; ; UsulanUsulan
produksiproduksi sepedasepeda motor motor berber cc cc kecilkecil dandan bertenagabertenaga listriklistrik dandan hybridhybrid
PengembanganPengembangan ATCSATCS ((Area Traffic Control SystemArea Traffic Control System), ), Variable Variable MassaageMassaage
sign (VMS), System sign (VMS), System NavigasiNavigasi padapada Kota Kota BesarBesar dandan Metropolitan;Metropolitan;
PembatasanPembatasan lalulalu lintaslintas Electronic Road PricingElectronic Road Pricing (ERP)(ERP)
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4.  ANGKUTAN UMUM4.  ANGKUTAN UMUM
Kebijakan

Strategi
MengembangkanMengembangkan angkutanangkutan umumumum ygyg mampumampu menjangkaumenjangkau seluruhseluruh kawasankawasan
perkotaanperkotaan dandan mampumampu melayanimelayani seluruhseluruh lapisanlapisan masyarakatmasyarakat ygyg hhandalandal dandan
berkelanjutanberkelanjutan..
MenjaminMenjamin kepastiankepastian dandan keberlangsungankeberlangsungan pelayananpelayanan angkutanangkutan umumumum dengandengan
penetapanpenetapan StandarStandar PelayananPelayanan MinimalMinimal..

KeberpihakanKeberpihakan padapada penggunaanpenggunaan dandan pengembanganpengembangan angkutanangkutan umumumum..

Program
PengembanganPengembangan angkutanangkutan massalmassal BRTBRT ((Bus Rapid Transit/ Bus Rapid Transit/ buswaybusway) ) padapada Kota Kota BesarBesar
dandan Metropolitan;Metropolitan;
PengembanganPengembangan angkutanangkutan bus bus sedangsedang untukuntuk Kota Kota SedangSedang melaluimelalui DAMRIDAMRI
PengembanganPengembangan angkutanangkutan pelajar/perintispelajar/perintis;;
IntegrasiIntegrasi angkutanangkutan perkotaanperkotaan;;
PengembanganPengembangan sistemsistem pembayaranpembayaran ygyg lebihlebih akuntabelakuntabel dandan terintegrasiterintegrasi ((Smart CardSmart Card))
PenerapanPenerapan sistemsistem tender tender untukuntuk perizinanperizinan..
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5.  LINGKUNGAN5.  LINGKUNGAN
Kebijakan

Strategi
MendayagunakanMendayagunakan penggunaanpenggunaan bahanbahan bakarbakar alternatifalternatif ((PerpresPerpres 5/2006);5/2006);
MeningkatkanMeningkatkan kelaikankelaikan saranasarana kendaraankendaraan bermotorbermotor..
PencegahanPencegahan dampakdampak negatifnegatif pembangunanpembangunan terhadapterhadap lalulalu lintaslintas

PenghematanPenghematan energienergi dandan MengurangiMengurangi dampakdampak negatifnegatif transportasitransportasi..

Program
SosialisasiSosialisasi PenggunaanPenggunaan BBG BBG untukuntuk angkutanangkutan umumumum;;
PengujianPengujian kendaraankendaraan bermotorbermotor, , umumumum dandan pribadipribadi..
MempersiapkanMempersiapkan tenagatenaga yang yang mempunyaimempunyai kompetensikompetensi dibidangdibidang AndalalinAndalalin



a. Konsolidasi penanganan permasalahan lalu lintas dan 
angkutan dibeberapa kota

b. Penyusunan data base transportasi perkotaan
c. Penyusunan Pedoman Teknis (Pola Distribusi Barang & 

Analisis Dampak Transportasi) 
d. Pelaksanaan lomba tertib lalu lintas dan angkutan perkotaan 

(WTN)

PELAKSANAAN KEGIATAN
 

DIREKTORAT BSTP 
TAHUN 2007

.

BSTP

LANJUTAN PELAKSANAAN  KEGIATAN …

1.  REGULASI DAN  INSTITUSI1.  REGULASI DAN  INSTITUSI

2.  PRASARANA2.  PRASARANA
a. Standarisasi Fasilitas Perpindahan dan Fasilitas Pendukung 

Angkutan Massal Berbasis Jalan di Wilayah Perkotaan
b. Penyusunan Pola Pengembangan jaringan Transportasi 

untuk Wilayah Aglomerasi (Jabodetabek, SSG, Mebidang, 
Sarbagita dan Kedungsepur)
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LANJUTAN PELAKSANAAN  KEGIATAN …

3.  LALU LINTAS & LINGKUNGAN3.  LALU LINTAS & LINGKUNGAN

a. Pembangunan ATCS di Tegal (Pantura) & APILL Tenaga 
Surya di Wilayah Perkotaan (Kupang, Balikpapan dan 
Surakarta)

b. Pengadaan dan Pemasangan Konverter Kit  taxi di DKI
c. Evaluasi dampak lalu lintas di pusat-pusat kegiatan dan 

Penyuluhan dampak transportasi 
d. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Angkutan 

Umum Berbahan Bakar Alternatif

PELAKSANAAN  KEGIATAN …
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PELAKSANAAN  KEGIATAN …

a. Pelaksanaan evaluasi kinerja angkutan umum dibeberapa 
kota

b. Perencanaan dan Pengembangan Angkutan Umum Massal 
Berbasis Jalan (Bus Rapit Transit) : Bandung (belum selesai), 
Bogor, Yogyakarta

c. Perencanaan Teknis Pengguna Angkutan Umum Pemadu 
Moda (Port Shuttle Services) dari/ke Simpul Transportasi 

d. Peningkatan pelayanan angkutan umum dibeberapa kota 
melalui pembangunan bus Perum Damri

e. Peningkatan pelayanan angkutan umum bagi pelajar melalui 
pembangunan bus sekolah dibeberapa kota

f. Kegiatan survai pemantauan pelayanan angkutan pada saat 
arus mudik dan balik Lebaran 2007

4.  ANGKUTAN UMUM4.  ANGKUTAN UMUM



RENCANA KEGIATAN DIREKTORAT BSTP 
TAHUN 2008

a. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Perkotaan 
b. Penyusunan Pedoman Teknis Evaluasi Kinerja Angkutan Umum
c. Penyusunan peraturan dalam rangka revisi RUU LLAJ
d. Penyusunan peraturan pelaksanaan Permenhub KM 14/2006
e. Penyelesaian Master plan/Grand Design transportasi Perkotaan 

Jabodetabek/ITDP
f. Bantuan teknis penyusunan Master Plan/Grand Design Transportasi 

perkotaan dibeberapa kota Aglomerasi
g. Sosialisasi Pedoman Teknis Perencanaan Umum Transportasi 

Perkotaan di Kota Besar, Sedang dan Kecil 
h. Penyelesaian Pembangunan  dan Sosialisasi Urban Transport 

Information Center (UTIC). 
i. Sosialisasi dan publikasi pengembangan transportasi perkotaan 

kepada masyarakat melalui media
j. Evaluasi dan pengembangan penyelenggaraan Lomba tertib Lalu 

Lintas dan angkutan Kota / WTN.

BSTP

LANJUTAN RENCANA KEGIATAN …

1.  REGULASI DAN  INSTITUSI1.  REGULASI DAN  INSTITUSI



a. Studi Kelayakan pradesain dan detail desain BRT dibeberapa kota
b. Bantuan Pengadaan prasarana BRT (Surabaya, Makassar, 

Semarang, Pekanbaru dan Surakarta)
c. Penyediaan fasilitas lalu lintas (rambu, marka APILL) di Jalan 

nasional pada kawasan perkotaan

.
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LANJUTAN RENCANA KEGIATAN …

2.  PRASARANA2.  PRASARANA

Rencana Kegiatan….

3.  LALU LINTAS & LINGKUNGAN3.  LALU LINTAS & LINGKUNGAN

a. Pilot project Jalur sepeda dan pejalan kaki
b. Pembangunan ATCS Pantura 
c. Penyusunan  perencanaan ITS  dan Smart Card Jabodetabek
d. Penanganan titik-titik kemacetan di jalan nasional pada kawasan 

perkotaan (a.l. Pemasangan pagar pemisah, Separator)
e. Pembangunan Kota Percontohan
f. Evaluasi dampak lalu lintas di pusat-pusat kegiatan dan 

Penyuluhan dampak transportasi



Rencana Kegiatan….

a. Bantuan Pengadaan sarana BRT (Surabaya, Makassar, Semarang, 
Pekanbaru dan Surakarta)

b. Peningkatan pelayanan angkutan umum perkotaan untuk Kota Sedang 
melalui DAMRI

c. Peningkatan pelayanan angkutan umum khusus pelajar/bus sekolah

d. Perwujudan Angkutan Pemadu Moda Bandara di Kota – Kota Propinsi

e. Kegiatan survai pemantauan pelayanan angkutan pada saat arus mudik 
dan balik Lebaran 2008

.

BSTP

4.  ANGKUTAN UMUM4.  ANGKUTAN UMUM



BEBERAPA HAL PENTING YANG BEBERAPA HAL PENTING YANG 
PERLU DIDISKUSIKAN :PERLU DIDISKUSIKAN :

1.1. BentukBentuk Master Plan/Grand Design Master Plan/Grand Design TransportasiTransportasi 
perkotaanperkotaan ::

-- TurunanTurunan daridari Tatrawil/lokTatrawil/lok ??

-- Framework/OutlineFramework/Outline

-- PengesahanPengesahan oleholeh ??

2.2. ApaApa yang yang harusharus dilakukandilakukan terhadapterhadap pembenahanpembenahan 
sepedasepeda motor (motor (sbgsbg alatalat angkutangkut dgndgn tingkattingkat 
kecelakaankecelakaan tertinggitertinggi))

3.3. ApaApa yang yang harusharus dilakukandilakukan terhadapterhadap PKL, On PKL, On 
street street parkirparkir dandan PasarPasar tumpahtumpah??

.
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LanjutanLanjutan’’’’

3.  Pemanfaatan teknologi modern manajemen lalin (ITS dan 3.  Pemanfaatan teknologi modern manajemen lalin (ITS dan 
TDM) untuk kota besar/aglomerasiTDM) untuk kota besar/aglomerasi

4.  Strategi penggantian bentuk angkutan (metoda 4.  Strategi penggantian bentuk angkutan (metoda 
peremajaan, operator,dll)peremajaan, operator,dll)

BRT BRT kota raya dan besarkota raya dan besar

Bis sedangBis sedang Kota sedang Kota sedang (DAMRI)(DAMRI)

4.  Kesepakatan peran daerah dalam pemberian prioritas 4.  Kesepakatan peran daerah dalam pemberian prioritas 
terhadap angkutan umum perkotaan (subsidi)terhadap angkutan umum perkotaan (subsidi)

6.6. Bagaimana penerapan andalalin agar menjadi persyaratan Bagaimana penerapan andalalin agar menjadi persyaratan 
IMB (PP 38/2007 kompetensi Petugas Andalalin)IMB (PP 38/2007 kompetensi Petugas Andalalin)

.
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Pasal 61 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 
Tentang  Penataan Ruang

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan 
ruang dari pejabat yang berwenang;

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan 
izin pemanfaatan ruang; dan

d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan 
peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik 
umum.

.
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Ketentuan Pidana (Pasal 69 s/d Pasal 72) 
Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang  
Penataan Ruang

.
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1. Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah 
ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling 
banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)(Pasal 69 huruf a)

Lanjutan Ketentuan Pidana …

2. Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin 
pemanfaatan ruang (Pasal 70 huruf a & b) :

a. dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan 
denda paling    banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

b. mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).



Ketentuan Pidana …

.
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3. Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam 
persyaratan izin pemanfaatan ruang , dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (Pasal 71)

4. Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang 
oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik 
umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 
dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 
(Pasal 72)



POTENSI POTENSI PENGEMBANGAN ANGKUTAN BUS KOTA PENGEMBANGAN ANGKUTAN BUS KOTA 
DI KOTA SEDANG MELALUI PERUM DAMRIDI KOTA SEDANG MELALUI PERUM DAMRI

1.1. JAMBIJAMBI
2.2. BENGKULUBENGKULU
3.3. CIREBONCIREBON
4.4. KENDARIKENDARI
5.5. PALUPALU
6.6. AMBONAMBON
7.7. MANADOMANADO
8.8. KUPANGKUPANG
9.9. SORONGSORONG
10.10. MANOKWARIMANOKWARI
11.11. PANGKALPINANGPANGKALPINANG
12.12. GORONTALOGORONTALO

.
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KETERANGAN

Batam

Bandung

Semarang Makassar

Surabaya

Denpasar

Medan

Padang
Palembang

RENCANA PROGRAM BANTUAN TEKNIS RENCANA PROGRAM BANTUAN TEKNIS 
KAWASAN/KOTA PERCONTOHANKAWASAN/KOTA PERCONTOHAN

.

BSTP

Pekanbaru

Bogor 
Tegal

Balikpapan

Surakarta
NTT

Bukit Tinggi

Binjai

Tomohon

Bandar Lampung

Samarinda
Pontianak

Sorong



RENCANA PROGRAM PENGEMBANGAN RENCANA PROGRAM PENGEMBANGAN 
BUS RAPID TRANSIT (BRT) S/D 2014BUS RAPID TRANSIT (BRT) S/D 2014

.

BSTP

No. Tahun Pengembangan angkutan Umum Massal

1 2007 Bogor, Bandung, Yogyakarta

2 2008 Surabaya, Surakarta, Pekanbaru, Makassar, Semarang

3 2009 Malang, Pontianak, Denpasar, Depok, Tangerang, Bekasi, Palembang, Padang, 
Samarinda, Banjarmasin, Balikpapan

4 2011 Bandar Lampung

5 2012 Jambi

KETERANGAN

Batam

Bogor

Bandung

Semarang

Yogyakarta
Surakarta

Samarinda

Banjarmasin

Makassar

Surabaya

Malang

Denpasar

Pekanbaru

Padang

Palembang

Depok

Tangerang

Bekasi
Bandar Lampung

Pontianak

Balikpapan
Jambi
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Tahun

Bantuan Sarana Bus untuk Angkutan Pelajar/Mahasiswa 
dan Angkutan Perintis

Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Volume 

(unit) 10 173 119 125 85 150 170

Bantuan Sarana Bus untuk Angkutan Pelajar/Mahasiswa 
dan Angkutan Kota Perintis



.

BSTP

LAMPIRAN - LAMPIRAN



ROAD MAP JARINGAN TRANSPORTASI PERKOTAAN
TAHUN 2008 - 2014
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ROAD MAP ANGKUTAN PERKOTAAN
TAHUN 2008 - 2014

(dalam Jutaan Rp.)

NO JUMLAH UNIT  HARGA 
SATUAN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 JUMLAH DANA

1

a.             14 Paket          500.0 3 3 4 4                   7,000.0 

b.             17 Paket          800.0 3 3 3 4 4                 13,600.0 
2

a.          600 bus         400.0 100 100 100 100 100 100 0              240,000.0 
b.          250 bus         900.0 50 50 50 50 50 0 0              225,000.0 
c.             20 Paket     10,000.0 3 3 4 4 4 2 0               200,000.0 

3
a.

i. Bus Besar          350 bus         700.0 50 50 50 50 50 50 50              245,000.0 
ii. Bus Sedang           700 bus          300.0 100 100 100 100 100 100 100               210,000.0 

b.           700 bus          300.0 100 100 100 100 100 100 100               210,000.0 
c.           700 bus          300.0 100 100 100 100 100 100 100               210,000.0 

4
a.          600 Buah           40.0 100 100 100 100 100 100                24,000.0 
b.       6,000 Buah             0.6 1000 1000 1000 1000 1000 1000                  3,600.0 

5
a.              7 Paket    50,000.0 1 1 1 1 1 1 1              350,000.0 
b.              6 Paket    20,000.0 1 1 1 1 1 1              120,000.0 

6               7 Paket       1,000.0 1 1 1 1 1 1 1                   7,000.0 

7               7 Paket       1,000.0 1 1 1 1 1 1 1                   7,000.0 

     2,072,200.0 

KEGIATAN

Study Kelayakan & Pradesain

Detail Desain

TOTAL

DAMRI
Pemda

Penyusunan Pedoman Teknis

Evaluasi Kinerja Angkutan Umum Perkotaan

Pengadaan Halte/ Bus Stop
Halte
Bus Stop

Subsidi Angkutan Perkotaan

Sarana Angkutan Pelajar/Mahasiswa

Sarana Bus Sedang AC
Sarana Bus Besar AC
Prasarana BRT

Sarana Angkutan Perkotaan DAMRI

Study Kelayakan, Pradesain & Detail desain 
BRT

Pengadaan sarana dan prasarana BRT

Pengadaan Sarana Angkutan Perkotaan

Sarana Angkutan Perintis Perkotaan



ROAD MAP ANGKUTAN PERKOTAAN
TAHUN 2008 - 2014

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
I (SUDAH MOU)

1 DKI JAKARTA 1

1
2

3

4
5

1
2

3

4
5

1
2

3

4 Pemberian bantuan sarana angkutan umum BRT
5 Monitoring & evaluasi penyelenggaraan BRT

1
2

3

4
5

1
2

3

4
5

1
2 M.P.& F.S & D.E.D Angkutan Umum Massal Berbasis jalan 

3

4
5

1
2 M.P.& F.S & D.E.D Angkutan Umum Massal Berbasis jalan 

3

4
5

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan BRT

MOU

3 BANDUNG 

MOU
M.P.& F.S & D.E.D Angkutan Umum Massal Berbasis jalan 

Pengadaan prasarana & sarana angkutan umum massal berbasis jalan (BRT) 

Pemberian bantuan sarana angkutan umum BRT
Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan BRT

Pengadaan prasarana & sarana angkutan umum massal berbasis jalan (BRT)

Pemberian bantuan sarana angkutan umum BRT
Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan BRT

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan BRT

MOU

Pemberian bantuan sarana angkutan umum BRT

Pemberian bantuan sarana angkutan umum BRT

NAMA KOTA 

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan BRT

MOU
M.P.& F.S & D.E.D Angkutan Umum Massal Berbasis jalan 
Pengadaan parasarana & fasilitas pendukung angkutan umum massal 
berbasis jalan (BRT)
Pemberian bantuan sarana angkutan umum BRT

NO

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan BRT

KEGIATAN 

SURABAYA 2

Pengadaan Prasarana pendukung angkutan umum massal berbasis jalan 
(BRT)
Pemberian bantuan sarana  angkutan umum  (BRT)

Pengadaan prasarana & sarana & fasilitas pendukung busway 

MALANG 7

8 PEKANBARU

                  STATUS DAN RENCANA KERJA PENGEMBANGAN ANGKUTAN UMUM MASSAL BERBASIS JALAN (BUS RAPID TRANSIT/BRT)

Pengadaan prasarana & sarana angkutan umum massal berbasis jalan (BRT) 

Pengadaan prasarana & sarana angkutan umum massal berbasis jalan (BRT) 

BOGOR 4

YOGYAKARTA 5

SURAKARTA 6

TAHUN 

M.P.& F.S & D.E.D Angkutan Umum Massal Berbasis jalan 
MOU

M.P.& F.S & D.E.D Angkutan Umum Massal Berbasis jalan 

MOU
M.P.& F.S & D.E.D Angkutan Umum MassalBerbasis jalan 

MOU

Pengadaan prasarana & fasilitas pendukung angkutan umum massal berbasis 
jalan (BRT) 



ROAD MAP ANGKUTAN PERKOTAAN
TAHUN 2008 - 2014

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
9 MAKASSAR 1

2 M.P.& F.S & D.E.D Angkutan Umum Massal Berbasis jalan 

3

4
5

1
2 M.P.& F.S & D.E.D Angkutan Umum Massal Berbasis jalan 

3

4
5

II (Dalam Proses MOU)

1
2 M.P.& F.S & D.E.D Angkutan Umum Massal Berbasis jalan 

3

4
5

1
2
3

4
5

III (Belum MOU)
1
2
3

4
5

1
2
3

4
5

1
2

3

4
5

M.P.& F.S & D.E.D Angkutan Umum Massal Berbasis jalan 
Pengadaan prasarana & sarana angkutan umum massal berbasis jalan (BRT) 

Pemberian bantuan sarana angkutan umum BRT
Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan BRT

MOU

MOU

Pengadaan prasarana & sarana angkutan umum massal berbasis jalan (BRT) 

Pemberian bantuan sarana angkutan umum BRT
Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan BRT

M.P.& F.S & D.E.D Angkutan Umum Massal Berbasis jalan 

MOU

Pengadaan prasarana & sarana angkutan umum massal berbasis jalan (BRT) 

Pemberian bantuan sarana angkutan umum BRT
Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan BRT

Pengadaan prasarana & sarana angkutan umum massal berbasis jalan (BRT) 

Pemberian bantuan sarana angkutan umum BRT
Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan BRT

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan BRT

Pengadaan prasarana & sarana angkutan umum massal berbasis jalan (BRT) 

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan BRT

MOU

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan BRT

10 BATAM

NO NAMA KOTA 

2

3 TANGERANG

SEMARANG 1

PONTIANAK 2

1 DENPASAR

Pengadaan prasarana & sarana angkutan umum massal berbasis jalan (BRT) 

Pengadaan prasarana & sarana angkutan umum massal berbasis jalan (BRT) 

DEPOK 

Pemberian bantuan sarana angkutan umum BRT

M.P.& F.S & D.E.D Angkutan Umum Massal Berbasis jalan 

Pemberian bantuan sarana angkutan umum BRT

MOU
M.P.& F.S & D.E.D Angkutan Umum Massal Berbasis jalan 

MOU

Pemberian bantuan sarana angkutan umum BRT

MOU

KEGIATAN TAHUN 



ROAD MAP ANGKUTAN PERKOTAAN
TAHUN 2008 - 2014

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1
2 M.P.& F.S & D.E.D Angkutan Umum Massal Berbasis jalan 

3

4 Pemberian bantuan sarana angkutan umum BRT
5 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan BRT

1
2

3

4
5

1
2

3

4
5

1
2

3

4
5

1
2

3

4
5

1
2

3

4
5

1
2

3

4
5

1
2

3

4
5

MOU

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan BRT
Pemberian bantuan sarana angkutan umum BRT

M.P.& F.S & D.E.D Angkutan Umum Massal Berbasis jalan 
Pengadaan prasarana & sarana angkutan umum massal berbasis jalan (BRT) 

MOU

M.P.& F.S & D.E.D Angkutan Umum Massal Berbasis jalan 
Pengadaan prasarana & sarana angkutan umum massal berbasis jalan (BRT) 

Pemberian bantuan sarana angkutan umum BRT
Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan BRT

Pemberian bantuan sarana angkutan umum BRT
Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan BRT

MOU
M.P.& F.S & D.E.D Angkutan Umum Massal Berbasis jalan 
Pengadaan prasarana & sarana angkutan umum massal berbasis jalan (BRT) 

M.P.& F.S & D.E.D Angkutan Umum Massal Berbasis jalan 
Pengadaan prasarana & sarana angkutan umum massal berbasis jalan (BRT) 

Pemberian bantuan sarana angkutan umum BRT
Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan BRT

Pemberian bantuan sarana angkutan umum BRT
Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan BRT

MOU

MOU
M.P.& F.S & D.E.D Angkutan Umum Massal Berbasis jalan 
Pengadaan prasarana & sarana angkutan umum massal berbasis jalan (BRT) 

M.P.& F.S & D.E.D Angkutan Umum Massal Berbasis jalan 
Pengadaan prasarana & sarana angkutan umum massal berbasis jalan (BRT) 

Pemberian bantuan sarana angkutan umum BRT
Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan BRT

Pemberian bantuan sarana angkutan umum BRT
Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan BRT

MOU

MOU
M.P.& F.S & D.E.D Angkutan Umum Massal Berbasis jalan 
Pengadaan prasarana & sarana angkutan umum massal berbasis jalan (BRT) 

TAHUN NO KEGIATAN 

Pengadaan prasarana & sarana angkutan umum massal berbasis jalan (BRT) 

NAMA KOTA 

5 BANDAR LAMPUNG 

PALEMBANG6

PADANG7

JAMBI8

BALIKPAPAN11

SAMARINDA9

BANJARMASIN10

BEKASI4 MOU



ROAD MAP LALU LINTAS PERKOTAAN
TAHUN 2008 - 2014
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ROAD MAP DAMPAK TRANSPORTASI PERKOTAAN
TAHUN 2008 - 2014



ROAD MAP DAMPAK TRANSPORTASI PERKOTAAN
TAHUN 2008 - 2014



ROAD MAP DAMPAK TRANSPORTASI PERKOTAAN
TAHUN 2008 - 2014
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